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ABSTRAK 

 

Anggi Salsabila Yudisti 1701617047. Laporan Praktik Kerja Lapangan di UNIT 

PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (UPPRD) JATINEGARA yang 

beralamat di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Lantai Dasar, Jl. DI. 

Panjaitan Kav. 55, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410. Konsentrasi Akuntansi, 

Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama kurang lebih satu 

bulan terhitung sejak 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2019. Laporan ini 

dibuat untuk mendeskripsikan uraian dan hasil pekerjaan yang telah dilakukan 

selama kegiatan PKL. Penulisan laporan ini menjelaskan berbagai tujuan dari 

PKL, yaitu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja secara 

nyata, menghadapi persaingan kerja, mengajarkan praktikan untuk dapat berpikir 

cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, mengajarkan cara 

berhubungan baik dengan stakeholder, cara bersikap professional dalam dunia 

kerjamengenal dinamika dan kondisi lapangan secara langsung pada unit-unit 

kerja, serta membuat siswa mengaplikasikan seluruh ilmu yang didapatkan 

selama perkuliahan berlangsung dan untuk menyempurnakan kurikulum agar 

sesuai dengan perkembangan pada dunia kerja maupun perkembangan zaman.  

Pada masa PKL, tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 

praktikan dalam melaksanakan tugas kerja yang diberikan, seperti kendala 

miskomunikasi, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan budaya 

organisasi yang belum efisien. Namun, kendala tersebut dapat teratasi dengan 

bantuan dari rekan dan pembimbing PKL. Selain itu, Praktikan mampu 

mengerjakan tugas yang diberikan pembimbing dengan mudah. 

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Pajak dan Retribusi Daerah, Pelayanan, 

Wajib Pajak, Tagihan 
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telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
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Universitas Negeri Jakarta. 

Proses pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini tidak dapat 

terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh 
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Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Persaingan yang ketat dalam dunia kerja tentunya menghasilkan suatu 

permasalahan yang cukup menarik perhatian baik pemerintah, swasta, dan 

kalangan masyarakat. Persaingan tersebut membuat manusia untuk terus 

berkembang dan mempunyai potensi yang unggul serta mampu beradaptasi 

terhadap perubahan zaman. Perusahaan juga dituntut untuk dapat 

memperkerjakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

sehingga memiliki kualitas yang mumpuni, professional, memiliki 

keterampilan khusus yang diperlukan, beretika baik, dan bertanggung jawab.  

Hal tersebut seiring dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu 

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, damai, berdaya saing unggul, 

mandiri dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemerintah juga 

berharap, seseorang yang dalam masa produktif dapat memiliki keahlian 

unggul dan dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Pemerintah 

mengembangkan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan 

karir. Fokus pendidikan yang utama ialah untuk menciptakan SDM yang 

berkualitas pada berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat. Namun, hal tersebut 

tidak dapat diraih dengan mudah. Masih banyak permasalahan yang dihadapi 

oleh pemerintah terkait pelatihan dan praktek dunia kerja.  
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Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kesiapan bekerja setelah 

lulus sekolah, yaitu faktor kognitif sosial, faktor lingkungan hidup, faktor 

perkembangan dan faktor belajar sosial. Sejalan dengan usaha pemerintah dan 

teori diatas, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berperan 

sebagai institusi pencetak manusia unggul pun turut ambil bagian dalam 

pengembangan SDM melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL ini 

menjadi salah satu wadah dan kegiatan dalam faktor belajar sosial yang dapat 

membangun dan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi 

mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk terjun langsung ke dunia 

kerja yang sebenarnya dan menemukan solusi dari permasalahan-

permasalahan yang ditemui dalam praktiknya. 

PKL memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kompetensi, 

profesionalisme, melatih daya tanggap, melatih cara komunikasi yang baik 

dan benar terhadap rekan kerja, serta akan membuat mahasiswa lebih familiar 

dengan praktek kerja yang sebenarnya. PKL juga membuat hubungan 

kerjasama antara pihak Fakultas Ekonomi dengan berbagai instansi semakin 

meningkat dan dinamis. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

a) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang dunia 

kerja secara nyata. 

b) Meningkatkan kemampuan sotfskill dan hardskill mahasiswa.  

c) Mengarahkan mahasiswa agar dapat menemukan permasalahan dan 

solusi untuk permasalahan tersebut secara cepat dan tepat. 
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d) Mendapatkan umpan balik mengenai penyempurnaan kurikulum agar 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan masyarakat luas. 

e) Mempelajari bidang kerja di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Jatinegara 

f) Membantu mahasiswa mengaplikasikan semua pengetahuan yang telah 

didapat selama perkuliahan ke kejadian nyata di lapangan selama tugas 

kerja 

g) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam bidang 

akuntansi 

h) Membuat mahasiswa terbiasa dengan kultur dan profesionalisme dalam 

dunia kerja. 

i) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan 

mengembangkan pemikiran mahasiswa secara luas, kritis, dan inovatif 

untuk menghadapi berbagai situasi yang ada di dunia kerja. 

j) Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi  

k) UNJ dengan instansi pemerintah atau swasta sesuai dengan penempatan 

mahasiswa 

l) Pengabdian masyarakat sesuai dengan perwujudan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

m) Memberikan gambar secara nyata terkait dunia kerja bagi mahasiswa. 

n) Meningkatkan wawasan serta memantapkan keterampilan bekerja 

praktikan dalam bidang akuntansi. 

 



4 
 

 
 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1. Bagi Mahasiswa 

a) Melatih keterampilan dan kemampuan sesuai dengan pengetahuan 

yang sudah diperoleh selama perkuliahan. 

b) Sebagai sarana belajar dan mengenal dinamika dan kondisi nyata 

dunia kerja pada unit- unit kerja dalam lingkungan perusahaan. 

c) Sebagai sarana untuk melatih tanggung jawab, kedisiplinan, dan 

profesionalisme dalam menjalankan suatu pekerjaan. 

d) Sebagai sarana untuk beradaptasi terhadap lingkungan 

professional 

e) Memberikan dan mengembangkan kompetensi mahasiswa 

berdasarkan pengalaman secara langsung  

2. Bagi Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Jakarta 

a) Sebagai saran dan umpan balik untuk penyempurnaan kurikulum 

kedepannya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

b) Sebagai bahan evaluasi agar terus meningkatkan kualitas 

akademik melalui saran instansi yang telah bekerjasama dalam 

melaksanakan program PKL. 

c) Membantu mewujudkan konsep pengembangan akademik agar 

match dalam meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder. 

d) Meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara lembaga 

pendidikan dengan perusahaan. 

 



5 
 

 
 

3. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

a) Menumbuhkan kerjasama yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terlibat. 

b) Membantu realisasi tanggung jawab sosial kelembagaan 

c) Meningkatkan hubungan yang dinamis antara UPPRD Jatinegara 

dengan Fakultas Ekonomi. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 

Gambar I.1 Logo Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta 

Sumber: BPRD Jakarta 
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Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah (UPPRD) Jatinegara dan ditempatkan di Satpel Pelayanan yang 

berfokus pada pelayanan pengajuan PBB-P2, Pajak Reklame, Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Parkiran, Pajak Hotel, dan konsultasi pajak lainnya. 

UPPRD Jatinegara terletak di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Lantai 

Dasar, Jl. DI. Panjaitan Kav. 55, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410. 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 

2019 sampai dengan 30 Agustus 2019, dengan ketentuan waktu kerja Senin 

sampai Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan pada hari Jumat pukul 07.30 – 

16.30 WIB. 

Adapun perincian tahapan kegiatan yang Praktikan lakukan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini, Praktikan mencari informasi terkait 

perusahaan atau instansi pemerintah yang sesuai dengan 

Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Untuk itu, Praktikan memilih 

UPPRD Jatinegara sebagai tempat melaksanakan PKL  karena 

dianggap dapat memenuhi kriteria dan memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan konsentrasi yang Praktikan ambil. Setelah itu, 

Praktikan mengajukan pembuatan surat pengantar permohonan 

izin PKL di bagian akademik Fakultas Ekonomi.  
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Selanjutnya, surat tersebut dikirimkan kepada Badan 

Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta yang berpusat 

di Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat. Seminggu 

kemudian, BPRD memberikan surat pengantar PKL kepada Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Jatinegara.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dimulai setelah mendapatkan konfirmasi 

penerimaan dari pihak UPPRD Jatinegara. Praktikan memulai 

PKL sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 

2019 sesuai dengan surat yang telah diajukan. Praktikan 

mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh pihak UPPRD 

Jatinegara, meliputi: 

a. Waktu Kerja 

- Senin sampai Kamis pukul 07.30-16.00  

- Jumat pukul 07.30-16.30 WIB 

b. Seragam 

- Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat: Kemeja putih dan rok 

bahan hitam 

- Kamis : Batik dan bawahan hitam 
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3. Tahap Pelaporan 

Praktikan diwajibkan untuk melaporkan seluruh kegiatan 

PKL dalam bentuk laporan.  Pelaksanaan penulisan laporan PKL 

dimulai sejak bulan November 2019, dengan didukung data yang 

sudah Praktikan dapatkan selama melaksanakan PKL di UPPRD 

Jatinegara dan sumber lainnya. Penyusunan laporan PKL 

disesuaikan dengan Pedoman Praktik Kerja Lapangan FE UNJ. 

Praktikan didampingi oleh seorang dosen pembimbing. 

Diharapkan agar Laporan PKL nantinya akan bermanfaat bagi 

berbagai pihak. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 

Jatinegara 

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) merupakan salah 

satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan 

pajak dan retribusi yang ada dalam daerah tersebut. Menurut Mardiasmo, 

pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah (Mardiasmo 2016: 14). Jenis pajak daerah diantaranya 

ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea 

perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan 

dan perkotaan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 297 Tahun 

2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak 

dan Retribusi Daerah, UPPRD merupakan suatu Unit Pelaksanan Teknis 

BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.  
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Sebelumnya, fungsi pokok pemungutan pajak UPPRD menjadi satu 

kesatuan dengan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). UPPRD 

dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan.  

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pertama kali dibentuk pada 11 

September 1952 dan merupakan salah satu pelaksana Pemerintah Daerah. 

Dispenda telah beberapa kali mengalami perubahan nama, yaitu: 

1. Di tahun 1952-1955, berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan 

Kota Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 September 1952 

berganti menjadi Suku Bagian Padjak    

2. Di tahun 1956-1965 berganti menjadi Bagian Padjak  

3. Berdasarkan SK No.B.6/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966, kembali 

berganti nama menjadi Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak. 

4. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No 

Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968, berganti nama menjadi 

Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta selama tahun 1968-1974.  

5. Kemudian berganti lagi menjadi Kantor Padjak dan Pendapatan DKI 

Jakarta dalam kurun waktu 1975-1976. Pergantian ini berdasarkan 

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 

Februari 1975. 

6. Dinas Padjak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan 

Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Agustus 

1976. 
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7. Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 

mengeluarkan Perda No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. Perda tersebut kemudian mengubah sebutan Dinas 

Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak 

Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Perda tersebut, 

dikeluarkan Peraturan Gubernur No 34 tahun 2009 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. 

8. Peraturan Gubernur No. 262 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; 

9. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur No. 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pelayanan Pajak. 

10. Peraturan Gubernur No. 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Untuk mendukung tugas pokok dari UPPRD Jatinegara, terdapat 

beberapa kegiatan yang didanai oleh DPA APBD. Hal ini sesuai dengan Surat 

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang 

pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai 

upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Menurut Prianto, good governance ialah bagian dari suatu paradigma 

baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca 

krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi dan tampil sebagai 
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model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik 

yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk 

berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011).  

Pelaksanaan good governance sangat berkaitan dengan pelayanan 

publik yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut 

Kurniawan, pelayanan publik yang baik ialah pemberian pelayanan keperluan 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas perlu 

diterapkan untuk memenuhi pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja 

sehingga dapat memenuhi langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan 

dalam melaksanakan fungsi pokoknya (Kurniawan, 2007). Suatu instansi 

yang berupaya untuk menerapkan pelayanan publik yang berpedoman pada 

good governance haruslah memiliki prinsip transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas.  

Transparansi ialah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai (Lijan, 2006). Partisipasi 

masyarakat dapat ditunjukkan dengan adanya suara yang dimiliki masyarakat 

dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui 

lembaga-lembaga perwakkilan sah yang mewakili kepentingan mereka 

(Adrinal, 2007).  
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Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak untuk 

meminta pertanggungjawaban (Lijan, 2006). Prinsip prinsip tersebut jika 

diterapkan dengan baik akan berdampak baik bagi pelayanan publik, karena 

masyarakat dapat mengakses semua informasi secara transparan dan UPPRD 

dapat memberikan pertanggungjawaban secara tepat dan jelas. Hal tersebut 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan partisipasi 

masyarakat untuk turut memberikan suaranya dalam membangun 

pemerintahan yang baik. 

Terdapat delapan kelurahan dalam wilayah UPPRD Jatinegara, yaitu: 

1. Kelurahan Cipinang Besar Selatan 

2. Kelurahan Cipinang Besar Utara 

3. Kelurahan Cipinang Muara 

4. Kelurahan Rawa Bunga 

5. Kelurahan Kampung Melayu 

6. Kelurahan Bidara Cina 

7. Kelurahan Cipinang Cempedak 

8. Kelurahan Bali Mester 
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B. Visi dan Misi 

Visi 

Visi dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara ialah 

menjadikan UPPRD Jatinegara sebagai organisasi yang efisien dan efektif 

dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari 

masyarakat. 

Misi 

Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

1. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan 

daerah, 

2. Mengefektifkan kerjasama internal, efesiensi organisasi dan semangat 

profesionalinsme di lingkungan UPPRD Jatinegara, 

3. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat, 

4. Meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang 

berkelanjutan, 

5. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, 

6. Mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi 

UPPRD Jatinegara dan pihak terkait, 

7. Mengupayakan secara optimal penggalian potensi sumber-sumber 

pendapatan daerah yang baru, 
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8. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non-manusiawi, 

9. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah. 

C. Struktur Organisasi UPPRD 

Struktur organisasi yang dimiliki UPPRD secara umum, yaitu: 

1. Kepala Unit, 

2. Subbagian Tata Usaha, 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan, 

4. Satuan Pelaksana Pendataan, 

5. Satuan Pelaksana Penagihan, dan 

6. Subkelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan Susunan Organisasi UPPRD Jatinegara tercantum dalam lampiran 3. 

1. Kepala Unit mempunyai tugas: 

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan 

Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional, 

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/ 

atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi UPPRD, dan 

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPPRD. 
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2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana 

d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD, 

e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD; 

Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 

UPPRD, 

f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

UPPRD, 

g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD, 

h. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 

pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada 

UPPRD, 

i. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 

kenyamanan kantor UPPRD, 

j. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD, 

k. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 

kelurahan sesuai lingkup wilayahnya, 
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l. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 

kegiatan serta akuntabilitas UPPRD, dan 

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbagian Tata Usaha. 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya, 

d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah, 

e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan daftar   

perpajakan daerah, 

f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan 

pembayaran pajak daerah, 

g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 

pajak daerah, 

h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang, 

i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/ bon, legalisasi 

penneng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang 

dipersamakan, 
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j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon 

dan dokumen lain yang dipersamakan, 

k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD 

dan NOPD, 

l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keternangan Pajak 

Daerah, 

m. Menerbitkan, dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat 

ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk 

salinannya, 

n. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 

pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah; dan 

o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Pelayanan. 

4. Satuan Pelaksana Pendataan mempunyai tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya, 

d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran 

data subjek dan objek pajak daerah, 
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e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 

Nilai Tanah, 

f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 

penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah, 

g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 

pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah, 

h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi 

terkait, dan 

i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Pendataan. 

5. Satuan Pelaksana Penagihan mempunyai tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya, 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya,  

c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya, 

d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan, 

e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan pajak daerah, 

f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat 

Tagihan Pajak Daerah (STPD), 

g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak, 
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h. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 

pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan. 

i. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 

pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, dan 

j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Satuan Pelaksana Penagihan. 

D. Kegiatan Umum di UPPRD Jatinegara 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah Pasal 4 ayat (3), yaitu: 

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD, 

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD, 

3. Penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD, 

4. Pemberian informasi perpajakan daerah, 

5. Pelayanan, pendaftaran, penetapan, penilaian, dan pendataan pajak 

daerah, 

6. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak 

daerah 

7. Pelayanan permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, 

pembatalan, penghapusan dan keberatan pajak daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 



 
 

21 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Di Kantor UPPRD Jatinegara praktikan ditempatkan di Satuan 

Pelaksana (Satpel) Pelayanan Pajak. Praktikan diberikan tugas untuk 

membantu melayani berbagai permohonan pengajuan yang berhubungan 

dengan pajak dan retribusi daerah, yaitu:  

1. PBB-P2 ialah pajak pengenaan atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dimanfaatkan, dan dikuasai oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan  pertambangan. Besarnya perhitungan tarif pajak terutang 

disesuaikan dengan keadaan objek pajak. Transaksi yang berkaitan, berupa 

penerimaan pembayaran pajak PBB-P2, mutasi pajak, pecah PBB-P2, 

pengurangan atau keberatan PBB-P2 terutang dengan SKTM, 

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Pada tahun 2019, 

terdapat kebijakan baru terkait PBB-P2 yang dikeluarkan Gubernur DKI 

Jakarta. Kebijakan tersebut memungkinkan Wajib Pajak (WP) mengajukan 

penghapusan tagihan pajak PBB-P2 selamanya bagi PNS, pensiunan PNS, 

Guru, Dosen, Veteran, dan TNI. 
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2. Pajak Reklame ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintahan atas 

semua penyelenggaraan reklame yang bertujuan mengkomersialkan dan 

mempromosikan suatu produk. Biasanya reklame ditempatkan di area 

yang sering dilewati oleh masyarakat. Besarnya perhitungan tarif pajak 

reklame sesuai dengan seberapa besar reklame, masa reklame, dan bahan 

yang digunakan untuk reklame. Semakin besar dan lama masa 

pemasangan reklame maka semakin besar tarifnya. 

3. BPHTB ialah sebuah pungutan yang dikenakan pada orang pribadi atau 

badan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemungutan 

BPHTB dilakukan secara insidental pada saat beralihnya hak atas suatu 

tanah dan/atau bangunan. Transaksi yang berkaitan dengan BPHTB, yaitu 

BPHTB Jual Beli, BPHTB Warisan, BPHTB Lelang, dan BPHTB 

Permohonan Baru. Perhitungan tarif BPHTB disesuaikan dengan luas dan 

kondisi objek yang diajukan. Jika tarif BPHTB atas suatu objek kurang 

dari dua miliar rupiah maka dapat mengajukan BPHTB Nihil. 

4. Pajak Air Tanah ialah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan 

yang berkaitan dengan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, 

kecuali pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

keperluan dasar rumah tangga, dan pemadaman kebakaran. Tarif pajak 

ditentukan sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah yang ditanyakan 

dalam rupiah dengan masa pajak 1 bulan (takwim). 

5. Pajak Restoran ialah pajak yang dikenakan pada fasilitas penyedia makan 

dan/atau minum yang dipungut bayaran, mencakup kafetaria, rumah 
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makan, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

Dengan pengecualian jika rumah makan tersebut pengelolaannya satu 

manajemen dengan hotel dan nilai penjualannya tidak melebihi dua ratus 

juta rupiah per tahun. Subjek pajaknya ialah orang pribadi atau badan yang 

membeli makan dan/atau minum dari restoran. Wajib pajaknya ialah orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak yang 

dikenakan sebesar 10% dari pembayaran yang seharusnya diterima 

restoran. 

6. Pajak Hotel dikenakan pada pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan. Dengan pengecualian, yaitu asrama yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, jasa sewa 

apartemen dan sejenisnya, jasa sewa panti sosial dan sejenisnya, rumah 

sakit, dan jasa biro perjalanan yang diselenggarakan hotel yang dapat 

dimanfaatkan umum. Subjek Pajak Hotel ialah orang pribadi atau badan 

yang membayar pada hotel. Wajib Pajaknya ialah orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan hotel. Tarif pajaknya sebesar 10% dari jumlah 

pembayaran yang seharusnya diterima hotel. 

7. Pajak Parkir dikenakan pada penyelenggaran tempat parkir di luar badan 

jalan yang berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Dengan pengecualian, yaitu 

penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
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Daerah, tempat parkir bagi karyawan sendiri, penyelenggaraan tempat 

parkir oleh kedutaan dan sejenisnya, penyelenggaran penitipan dengan 

kapasitas sampai dengan dua puluh kendaraan roda dua, dan tempat parkir 

semata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor. 

Subjek Pajaknya ialah orang pribadi atau badan yang parkir kendaraannya. 

Wajib Pajaknya ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan. 

Tarifnya sebesar 205 dari dasar pengenaan pajak parkir. 

8. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyeleggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran, seperti tontonan film, sirkus, kontes kecantikan, pameran, 

diskotek, karaoke, bowling, pacuan kuda, panti pijat, pertandingan 

olahraga dan sejenisnya. Dengan pengecualian, penyelenggaraan hiburan 

tidak dipungut biaya seperti pernikahan, upacara adat, kegiatan 

keagamaan, dan pameran buku. Subjek Pajaknya ialah pribadi atau badan 

yang menikmati hiburan. Wajib Pajaknya ialah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan. Besaran tarif disesuaikan pada jenis hiburannya. 

B. Pelaksanaan Kerja 

1. Mengarsipkan Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

Pajak Reklame 

 Pengarsipan bukti pembayaran bertujuan agar berkas lebih rapi, 

tersusun, mudah dicari, dan tidak tercampur dengan berkas lainnya. Selain 

itu, bukti pembayaran SSPD ini digunakan sebagai cadangan jika sewaktu-

waktu data hilang di Satpel Penagihan 
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2. Melayani Pengajuan Permohonan Pengurangan SPT PBB-P2 sesuai 

dengan Pergub 211 Tahun 2012 

 Praktikan membantu Wajib Pajak (WP) untuk melengkapi berkas 

yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ada dan membantu 

pengisian formulir untuk kemudian ditindaklanjuti ke Satpel Pendataan. 

Pada proses ini Satpel Pelayanan diharuskan untuk meneliti semua berkas 

persyaratan apakah layak atau tidak untuk mengajukan permohonan. 

Berikut ialah persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan transaksi: 

a. Yang dapat diajukan Permohonan  Pengurangan PBB : 

1) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan 

subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, antara 

lain: 

a) Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran 

pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, 

penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya. 

b) Objek pajak  yang wajib pajaknya orang pribadi mantan 

Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan 

Wakil Gubernur atau janda/dudanya. 

c) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang 

penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga 

kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi. 
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d) Objek pajak yang wajib pajaknya  orang pribadi yang 

berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit 

dipenuhi; atau 

e) Objek pajak yang wajib pajaknya  orang pribadi yang 

berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya 

meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif 

pembangunan. 

f) Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan 

likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak 

dapat memenuhi  kewajiban rutin. 

2) Kondisi objek pajak terkena bencana alam  antara lain gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan dan/atau tanah longsor. 

3) Kondisi objek pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa 

meliputi  kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah 

hama tanaman. 

b. Syarat Pengajuan Permohonan Pengurangan: 

1) Syarat Umum: 

a) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD 

PBB-P2 

b) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang 

dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas; 
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c) Diajukan kepada Kepala UPPD dimana SPPT atau SKPD 

PBB-P2 diterbitkan; 

d) Fotocopi SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan 

pengurangan; 

e) Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka: 

i. Surat permohonan harus dilampirkan dengan surat 

kuasa khusus untuk wajib pajak badan dan wajib 

pajak orang pribadi dengan PBB-P2 terutang diatas 

Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah). 

ii. Surat permohonan harus dilampirkan dengan surat 

kuasa (biasa), untuk wajib pajak orang pribadi 

dengan PBB –P2 yang terutang sampai dengan Rp 

5.000.000,- (lima juta rupiah). 

f) Diajukan dalam jangka waktu: 

i. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

SPPT; 

ii. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

SKPD PBB-P2 

iii. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

Surat Keputusan Keberatan PBB-P2; 
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iv. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 

bencana alam;atau 

v. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 

sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib 

pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka 

waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

di luar kekuasaannya. 

g) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak 

sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan 

pengurangan, kecuali dalam hal objek  pajak terkena 

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa ; atau 

h) Atas SPPT atau SKPD  PBB-P2  yang dimohonkan 

pengurangan tidak diajukan keberatan, atau dalam hal 

diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan 

Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud 

tidak diajukan banding. 

2) Syarat Khusus: 

1. Bagi Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran 

pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 

gerilya atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil 

Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur atau 

janda/dudanya: 
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i. Fotokopi KTP; 

ii. Fotokopi kartu tanda anggota veteran; 

iii. Fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, 

pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan 

dari pejabat yang berwenang; 

iv. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau 

pemberhentian sebagai Presiden dan Wakil Presiden, 

Gubernur dan Wakil Gubernur; 

v. Fotokopi surat keterangan kematian; dan 

vi. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya 

2. Bagi Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya 

semata-mata dari pensiun sehingga kewajiban PBB-P2 

sulit dipenuhi: 

i. Fotokopi KTP. 

ii. Fotokopi Kartu Keluarga. 

iii. Fotocopi surat keputusan pensiun; 

iv. Fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya; 

v. Fotocopi rekening tagihan listrik, air dan/atau 

telepon; dan 
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vi. Fotocopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak 

sebelumnya. 

3. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan 

rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi: 

i. Fotokopi KTP; 

ii. Fotokopi Kartu Keluarga; 

iii. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan 

bahwa penghasilan wajib pajak rendah dari tempat 

bekerja, apabila wajib pajak tidak berpenghasilan 

dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan 

diketahui Lurah setempat; dan 

iv. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya. 

3. Pelaksanaan Tax Clearance  

 Praktikan melaksanakan Tax Clearance terhadap seluruh WP yang 

ingin mengajukan berbagai permohonan. Tax Clearance berguna untuk 

membuktikan bahwa WP tersebut tidak mempunyai tunggakan pajak. 

Apabila WP mempunyai tunggakan pajak, maka harus diselesaikan agar 

berkas di proses. Hal ini sejalan dengan adanya program kerja BPRD, 

yaitu optimalisasi penerimaan melalui Fiscal Cadsater. Tax Clearance 

digunakan sebagai Law Enfocement dan integrasi perijinan terhadap WP. 

Program Tax Clearance diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan 

pajak.  
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4. Melayani  Pengajuan BPHTB Nihil 

 Praktikan turut melayani WP yang ingin mengajukan permohonan 

baru BPHTB Nihil. BPHTB Nihil dapat diberikan kepada WP orang 

pribadi yang baru pertama kali mengajukan permohonan BPHTB dan 

memiliki NJOP kurang dari 2 miliar rupiah. Kebijakan ini hanya berlaku 

bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta dengan minimal berdomisili 

berturut-turut selama 2 tahun. Pada saat mengajukan, WP diminta untuk 

memenuhi persyaratan sesuai dengan surat permohonan. Lalu, Praktikan 

akan membantu WP untuk menghitung NJOP dalam SSPD sesuai dengan 

pedoman perhitungan dan nilai real bangunan. Semua persyaratan akan 

kembali di cek oleh Praktikan.Setiap WP yang mengajukan akan diberikan 

tanda terima untuk pengambilan. 

5. Melayani  Pengajuan BPHTB atas Jual Beli, Hibah, dan Waris 

 Untuk pengajuan BPHTB ini, biasanya WP memberikan kuasanya 

pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Praktikan hanya mengecek 

kelengkapan berkas persyaratan dan surat kuasa.  

6. Menginput dan Mencetak Tanda Terima Pembayaran SSPD BPHTB ke 

SIM BPHTB 

 Penginputan ini dilakukan setelah berkas dinyatakan benar-benar 

lengkap, bebas dari tunggakan pajak, dan telah dimasukkan kedalam Buku 

Register. Dalam penginputan, tidak jarang ditemui berkas yang gagal 

karena NIK sudah pernah dipakai untuk pengajuan BPHTB sebelumnya.  
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 Untuk penginputan BPHTB Nihil, NIK yang telah terpakai tidak 

akan dapat membuka akses web ke proses selanjutnya. Untuk BPHTB 

yang berbayar, terdapat Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) yang harus 

dimasukkan sebagai bukti bahwa WP telah melakukan pembayaran. 

Setelah data terinput, akan ada Tanda Terima Pembayaran SSPD BPHTB 

yang digunakan sebagai bukti bahwa BPHTB tersebut telah diproses 

dalam web. Selanjutnya, Praktikan akan menyerahkan ke Satpel Pendataan 

untuk pengecekan lapangan. Setelah adanya pengecekan lapangan, akan 

muncul Berita Acara LHP yang menerangkan keadaan objek BPHTB yang 

sebenarnya. 

7. Memberikan Nomor Register pada BPHTB 

 Nomor Register pada BPHTB dapat dianggap sebagai identitas 

berkas. Informasi pemohon BPHTB seperti NIK, NOP, dan luas tanah 

objek bangunan akan dicatat dalam Buku Register.  

8. Melayani Pengajuan Mutasi, Pecah, Permohonan Baru, dan Salinan SPT 

PBB-P2  

 Setiap pengajuan memiliki persyaratan yang berbeda, tetapi WP 

yang ingin mengajukan harus melampirkan Keterangan Tidak Sengketa 

beserta Akta Tanah atau surat kepemilikan lainnya. Pengajuan ini dapat 

dilakukan kapan saja, untuk Salinan SPT PBB-P2 hanya memerlukan 

waktu tiga hari kerja. Sementara, untuk pengajuan lainnya jika dilakukan 

setelah bulan April maka SPT PBB-P2 nya akan terbit di tahun berikutnya. 
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9. Menginput dan Mencetak Disposisi bagi Permohonan SPT PBB-P2 

 Setelah jam pelayanan tutup, Praktikan akan mulai mencetak 

disposisi bagi seluruh permohonan yang berhubungan dengan SPT PBB-

P2. Disposisi ini bertujuan bahwa setiap berkas yang keluar dari Satpel 

Pelayanan telah diperiksa dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan 

karena telah diinput ke sistem dan ditandatangani oleh Kepala Satpel 

Pelayanan. Disposisi ini juga memudahkan pegawai untuk mengetahui 

keberadaan berkas. 

10. Melayani Permohonan Baru dan Perpanjangan Pajak Reklame 

 Setiap WP yang dengan sengaja bertujuan untuk mengkomersilkan 

produknya haruslah mendaftarkan pajak reklame. Masa pajak reklame 

biasanya ditetapkan selama setahun. Tarif pajak reklame ditentukan 

tergantung pada ukuran, bahan, dan lokasi tempat reklame di pasang. WP 

yang mengajukan permohonan reklame baru akan disurvey untuk 

memastikan apakah reklame yang didaftarkan telah sesuai dengan keadaan 

aslinya atau tidak. Selanjutnya, berkas permohonan reklame akan diinput 

ke dalam SIM Reklame untuk kemudian dibuatkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) Reklame. 

11. Pemberian Peneng 

 Peneng merupakan suatu lencana yang berisi identitas WP, ukuran 

reklame, masa berlaku reklame, dan nomor reklame. Peneng diberikan 

setelah WP memberikan tanda bukti pembayaran SKPD. Terdapat dua 

jenis peneng, yaitu Peneng A dan Peneng B. Peneng A digunakan untuk 
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reklame yang ukurannya melebih 24 meter persegi. Sedangkan Peneng B 

digunakan untuk reklame yang ukurannya kurang dari 24 meter persegi. 

12. Penerima Telepon 

 Praktikan diberikan wewenang penuh untuk menerima telepon 

dalam bentuk apapun. Biasanya telepon yang masuk berupa konsultasi WP 

mengenai berbagai permohonan pajak. 

13. Mengisi dan Menghitung Form SPTPD dan SSPD 

 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) digunakan WP sebagai bukti pelaporan dan 

penghitungan pajak. Praktikan sebagai bagian dari Satpel Pelayanan turut 

serta membantu WP dalam mengisi dan menghitung pajak yang harus 

dibayarkan. Penghitungan pajak ini didasarkan pada nilai Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) dengan tarif pajaknya. SPTPD dan SSPD yang telah diisi 

harus disampaikan dalam jangka waktu 20 hari sejak berakhirnya masa 

pajak. Setelah WP melakukan pembayaran, maka bukti pembayaran 

beserta lampiran SSPD harus diperlihatkan ke Satpel Pelayanan. 

Selanjutnya, akan diberikan tanda tangan dan stempel pada SSPD sebagai 

tanda sahnya pembayaran pajak. 

14. Pekan Panutan PBB-P2  

 Pekan panutan merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan 

UPPRD Jatinegara. Bertujuan untuk memberikan penghargaan pada 

subjek pajak yang taat dalam membayar pajak terutang dan sebagai wadah 

untuk sosialisasi mengenai pelayanan pajak. 



35  

 
 

C. Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi Praktikan selama melaksanakan PKL di UPPRD 

Jatinegara, ialah: 

1. Kurangnya koordinasi antar sesama pegawai UPPRD Jatinegara 

sehingga menyebabkan adanya miskomunikasi dengan praktikan 

terhadap wajib pajak dalam rangka pelayanan. 

2. Tidak adanya brifieng yang jelas pada saat awal masuk PKL. praktikan 

langsung disuruh mengerjakan pekerjaan yang belum diketahuinya. 

3. Tidak jelasnya arahan dari Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan 

UPPRD menyebabkan praktikan miskomunikasi dengan Satuan 

Pelaksana lainnya. 

4. Adanya perbedaan pendapat mengenai penerapan SOP antara satpel 

satu dengan lainnya terhadap berkas permohonan menyebabkan 

beberapa berkas yang ditangani praktikan harus dikembalikan. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, praktikan mengatasinya dengan 

aktif bertanya dan mencari informasi terkait pelayanan apa saja yang 

ditawarkan oleh UPPRD Jatinegara serta membaca berbagai pedoman 

pengisian formulir dari banyak sumber. Selain itu, dapat digunakan metode 

Manajemen Sumber Daya Manusia dan meningkatkan budaya organisasi 

yang baik untuk membantu UPPRD dalam mengatasi permasalahan tersebut 

sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Sehingga, tujuan 

awal UPPRD Jatinegara dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Menurut Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau 

mengembangkan dan memelihara sumber daya manusia yang kompeten 

sedemikin rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan 

ada kepuasan pada diri pribadi-pribadi yang bersangkutan (Wahyudi, 2002:1). 

Untuk pengembangan MSDM sendiri dapat dilakukan kepada karyawan 

dengan mengadakan pelatihan, pendidikan, dan pembinaan mengenai materi 

pajak dan retribusi daerah setiap tiga bulan sekali agar karyawan mempunyai 

informasi yang selalu update mengenai pajak dan retribusi. Selain itu, pada 

saat recruitment pegawai, hendaknya pegawai harus memiliki kompetensi 

yang mumpuni mengenai pajak dan retribusi daerah dan dapat dibuktikan 

dengan gelar pendidikannya.  

Budaya organisasi yang baik dan professional juga dapat membantu 

UPPRD untuk mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Menurut 

Soedjono, budaya organisasi menjadi instrument keunggulan kompetitif yang 

utama, yaitu budaya organisasi dapat mendukung strategi organisasi dan 

budaya organisasi dapat mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan 

tepat (Soedjono, 2005:23). 

 Schein menyatakan budaya organisasi terdiri dari tiga lapisan, yaitu 

artefacts, espoused values, dan underlying assumption (Schein, 2004:25). 

Dalam penerapannya, lapisan artefacts di UPPRD seperti struktur belum 

maksimal karena untuk melayani WP yang jumlahnya ribuan, mengharuskan 

pegawai untuk dapat bekerja multitasking, seperti pegawai pelayanan yang 
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harus bekerja dalam dua bidang pada saat yang sama, yaitu melayani WP dan 

membantu bagian penagihan untuk mencetak SPT PBB-P2.  

 Penerapan lapisan espoused values dalam UPPRD juga belom 

maksimal. Hal ini dapat terlihat dari komitmen terhadap adanya Tax 

Clearance yang tidak semuanya diterapkan oleh pegawai. Sehingga sering 

terjadi miskomunikasi antara bagian pelayanan dan penagihan.  

Menurut Atmosoeprapto, untuk memperbaiki tersebut dapat dilakukan cara 

(Moeljono, 2003): 

a. Lingkungan usaha, lingkungan di tempat perusahaan beroperasi akan 

menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk 

mencapai keberhasilan. Pada aspek ini, pegawai harus lebih 

diperkenalkan dengan lingkungan usahanya yang mencakup 

bagaimana sikap dan perilaku pegawai yang ada dalam lingkungan 

usaha tersebut. Jika  pegawai sudah mengenal lingkungan usahanya 

dengan baik maka dapat menghindari miskomunikasi yang ada. 

b. Nilai-nilai yang merupakan konsep dasar dan keyakinan suatu 

organisasi. Penerapan nilai ini harus ditekankan pada seluruh pegawai. 

Bagi UPPRD, penerapan yang ditekankan ialah harus dapat melayani 

WP dengan sebaik-baiknya dan penekanan terhadap penerimaan pajak 

melalui Tax Clearance. 

c. Panutan atau keteladanan, orang-orang yang menjadi panutan atau 

keteladanan karyawan lainnya karena keberhasilannya;  

d. Upacara-upacara, acara-acara rutin yang dilakukan oleh organisasi 
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dalam rangka memberikan penghargaan atas anggotanya. 

e. Network, jaringan komunikasi informal dalam organisasi yang dapat 

menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya organisasi.
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi 

Daerah (UPPRD) Jatinegara, praktikan mendapatkan banyak manfaat dan 

pembelajaran yang berarti. Termasuk mendapatkan pengalaman yang bernilai 

dan baru tentang aktivitas yang terjadi di dunia kerja secara nyata. Berikut hal 

yang praktikan dapatkan selama berada dalam lingkungan UPPRD Jatinegara: 

1. Praktikan mengetahui berbagai prosedur permohonan pajak dan 

retribusi daerah dengan berbagai persyaratannya. 

2. Praktika mengetahui cara kerja professional dalam menghadapi wajib 

pajak. 

3. Praktikan mengetahui berbagai fungsi dan tugas pokok yang 

dilaksanakan satuan pelaksana di UPPRD Jatinegara. 

4. Praktikan mendapatkan kompetensi yang mumpuni karena benar-

benar dipercayakan untuk melayani wajib pajak seperti pegawai tetap 

lainnya 

5. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai bukti pendukung permohonan 

BPHTB, SPT PBB-P2, dan Pajak Retribusi lainnya. 

6. Praktikan mengetahui alur yang jelas mengenai pemrosesan pajak
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B. Saran 

1. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

Instansi pemerintahan seperti UPPRD seharusnya memiliki lebih 

banyak karyawan dan disesuaikan dengan jumlah wajib pajak yang 

ditangani. Selain itu, sebelum melaksanakan PKL sebaiknya praktikan 

diberikan briefing terlebih dahulu. 

2. Bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi FE UNJ 

Sebaiknya penentuan dosen pembimbing dilakukan sebelum 

praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar praktikan dapat 

berkonsultasi terkait perusahaan apa yang sesuai dengan jurusan. 

3. Bagi Praktikan 

Sebaiknya sebelum melaksanakan PKL, praktikan harus 

mempersiapkan dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan 

perusahaan/instansi yang akan dijadikan tempat praktik. 

 



41  

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Lijan, Poltak Sinambela. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Schein, Edgar H. 2004. Organizational Culture and Leadership. Third Edition. 

San Francisco: Jossey –Bass Publishers.  

Wahyudi, Bambang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Sulita. 

Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku 

Model Klasik dan NPM ke Good Governance. Jurnal Administrasi Negara, 

7(23), 1–23. 

Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-

Liberal. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–10.  

Soedjono. 2005. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dan 

kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya. 

Jurnal Manajemen dan kwirausahaan Vol. 7 No. 1. STIESIA Surabaya. 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2016.Peraturan Gubernur 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2017. Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara 



42  

 
 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daera. Jakarta: 

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2011. Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak 

Reklame. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2014. Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2010. Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. 

Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2010. Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jakarta: Sekretaris Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2012. Peraturan Gubernur Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 211 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Permohonan Pengurangan PBB. Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 

 

 



43  

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin PKL  
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Lampiran 2. Surat Permohonan PKL dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Jakarta Ditujukan pada UPPRD Jatinegara 
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Lampiran 3. Struktur Organisasi UPPRD Jatinegara 
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1. Diah Arie Cahyanti 

2. Tia Diamendia 
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Lampiran 4. Menu Input Permohonan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah 

Bangunan)  
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Lampiran 5. Format Surat Permohonan BPHTB Nihil 
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Lampiran 6. Menu Input Permohonan BPHTB Nihil 
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Lampiran 7. Tanda Terima Permohonan BPHTB Nihil 
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Lampiran 8. Formulir Penyampaian SSPD BPHTB Hibah 
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Lampiran 9. Formulir Penyampaian SSPD BPHTB Jual Beli 
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Lampiran 10. Formulir Penyampaian SSPD BPHTB Permohonan Hak Baru 
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Lampiran 11. Menu Input Permohonan BPHTB 
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Lampiran 12. Tanda Terima Permohonan BPHTB  

 

 

 

 

 

 

 



63  

 
 

 

 

 



64  

 
 

Lampiran 13. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB 
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Lampiran 14. Menu Input Pembatalan BPHTB 
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Lampiran 15. Pengecekan Pembayaran BPHTB 
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Lampiran 16. Permohonan BPHTB Nihil pada saat NIK telah digunakan 
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Lampiran 17. Pengecekan NIK pada Data SSPD 
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Lampiran 18. Tax Clearance 
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Lampiran 19. Form Data Pembayaran Objek Pajak 
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Lampiran 20 Informasi Rinci SPPT  
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Lampiran 21 Pembatalan SPPT 
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Lampiran 22. Pembebasan PBB 
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Lampiran 23. Form Monitoring Berkas Pelayanan  
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Lampiran 24. Form Statistik Kinerja Satpel Pelayanan 
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Lampiran 25. Format Surat Permohonan Perpanjangan Reklame 
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Lampiran 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame 

 

 

 

 



82  

 
 

Lampiran 27. Peneng 
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Lampiran 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah / Air Permukaan 
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Lampiran 29.  Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)  
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Lampiran 30.  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran 
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Lampiran 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel 
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Lampiran 32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Parkiran 
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Lampiran 33.  Format Rekapan dan Disposisi Permohonan Mutasi, Hak Baru, dan Pecah SPT PBB-P2 
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Lampiran 34. Format Buku Register BPHTB 
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Lampiran 35. Format Surat Permohonan terhadap Perubahan SPT PBB-P2 
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Lampiran 36. Format SPOP dan LSPOP 
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Lampiran 37. Format Surat Permohonan Pembebasan PBB P2 
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Lampiran 38. Format Disposisi Berkas Pembebasan dan Pengurangan PBB 
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Lampiran 39. Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 40. Penilaian 
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Lampiran 41. Jadwal Kegiatan PKL 

No Kegiatan 
BULAN 

JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1 Pendaftaran PKL       

2 Kontrak Dengan 

Instansi/Perusahaan Untuk 

Penempatan PKL 

      

3 Surat Permohonan PKL ke 

Instansi / Perusahaan 

      

4 Penentuan Supervisor       

5 Pelaksanaan Program PKL       

6 Penulisan Program PKL       

7 Penyerahan Laporan PKL       

8 Koreksi Laporan PKL       

9 Penyerahan Koreksi 

Laporan PKL 

      

10 Batas Akhir Penyerahan 

Laporan PKL 

      

11 Penutupan Program PKL 

dan Pengumuman Nilai 

PKL 
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Lampiran 42. Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Hari, 

Tanggal 
Kegiatan 

Kamis, 1 

Agustus 2019 

 Praktikan ditempatkan di Satpel Pelayanan UPPRD 

Jatinegara.  

 Praktikan diperkenalkan kepada Ibu Puji selaku Kepala 

Satpel Pelayanan UPPRD Jatinegara dan Bapak Doni 

Graha Saputra selaku Pelaksana Harian Satpel Tata Usaha 

UPPRD Jatinegara. 

 Praktikan diminta untuk mengarsipkan data tagihan pajak 

reklame bulan Mei, Juni, dan Juli. 

 Praktikan diminta untuk melayani pengambilan Salinan 

SPT PBB P2 dan mengarsipkan tanda buktinya. 

Jumat, 2 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil 

Senin, 5 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  
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 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

Selasa, 6 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  
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 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

Rabu, 7 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 
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Kamis, 8 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

Jumat, 9 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 
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PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Senin, 12 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 
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mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Selasa, 13 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 
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 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Rabu, 14 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  
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 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Kamis,15 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 
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pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Jumat, 16 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 
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Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Senin, 19 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 
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yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Selasa, 20 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 
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setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Rabu, 21 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 
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 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Kamis, 22 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 
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Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Jumat, 23 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 
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keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Senin, 26 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  



119  

 
 

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Selasa, 27 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 
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 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Rabu, 28 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Kamis, 29  Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 
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Agustus 2019 berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 

PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 

Jumat, 30 

Agustus 2019 

 Praktikan menerima telepon dari Wajib Pajak yang ingin 

berkonsultasi terkait pelayanan pajak.  

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan Salinan SPT 
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PBB P2 

 Praktikan melayani pengambilan Salinan SPT PBB P2 dan 

mengarsipkan tanda buktinya. 

 Praktikan melayani pengajuan Permohonan BPHTB Nihil 

 Praktikan  melayani pengambilan berkas BPHTB dan  

mengarsipkan berkas yang telah diambil  

 Praktikan melayani pengambilan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) Reklame dan menerima bukti 

pembayarannya 

 Praktikan melayani konfirmasi Bukti Pembayaran Pajak 

Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran. 

 Praktikan mendaftarkan berkas BPHTB ke Web BPHTB 

yang disediakan oleh UPPRD 

 Praktikan melakukan pengecekan Tax Clearance kepada 

setiap Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan 

pelayanan pajak 

 Praktikan melayani berbagai permohonan yang berkaitan 

dengan transaksi SPT PBB-P2, seperti Permohonan Pecah, 

Permohonan Baru, Permohonan Mutasi, Permohonan 

Pembetulan, Pemberian informasi PBB, dan Surat 

keterangan NJOP. 

 Praktikan melakukan register berkas BPHTB  

 Praktikan menginput dan mendisposisikan berbagai 

permohonan SPT PBB-P2 

 Praktikan melayani pengambilan Surat Pajak Air Tanah 
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Lampiran 43. Surat Keterangan telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 44. Dokumentasi 
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Lampiran 45. Kartu Konsultasi Pembimbingan PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126  

 
 

Lampiran 46. Format Saran dan Perbaikan PKL 
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